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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehinggareka dapat
berhubungan satu sama lain, sehingga mencintaigmasilkan keturunan serta
hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah AMIT dan petunjuk dari
Rasul-Nya*

Pengertian perkawinan diatur didalam Undang-UndaRgpublik
Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Pasal 1 yang menyatakan

Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seonarg dengan seorang

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membektlkarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketnhéarag Maha Esa.

Meskipun demikian tidak setiap perkawinan dapat capai tujuan
tersebut dengan baik. Ada perkawinan yang mengataasalah yang sangat
besar sehingga perkawinan tersebut terpaksa kalitdagah jalan sehingga harus
menempuh cara lain yakni diputuskan dengan peeser&erceraian merupakan
perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. ahllmemang membenci
perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahg@tkawinan itu akan lebih
besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka pewtcéradiperbolehkan.

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tidakgkin baginya

melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya skmaliknya. Hal ini

merupakan sebagian dari sifat manusia bahwa sekalga telah mencapai

! Abdur RahmanPerkawinan Dalam Syariat Islatdakarta: Rineka Cipta, 1992), him.1.
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segenap prestasi dan peningkatan keilmuannya deba@ausia tetap lebih

menonjol. Sehingga sering juga terjadi nasihat loEk perundingan bijaksana
tidak berfungsi. Pada kondisi yang ini, ketika pavinan tidak mungkin lagi

dipertahankan, maka lebih baik berpisah secara, bdiripada terseret
berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tanggakelaarga bagaikan

neraka.

Keadaan demikan yang menjadi korban adalah andk-dawma keluarga
yang pecah itu. Dalam Islam, perkawinan merupakatusikatan, dan ikatan itu
harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikila secara manusiawi ia
menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan yarak tihpat dihindarkan itu
saja, perceraian diizinkan dalam syariah. Bila keadsemacam itu timbul, maka
seseorang harus tetap meyakinkan dalam hatinyasbatelalui perkawinan itu ia
telah membuat janji ikatan yang suci.

Syari'ah bermaksud membentuk suatu keluarga yajahteea melalui
perkawinan, namun kalau karena beberapa alasaantuii gagal, maka tidak
perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebutagagbana yang
dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agamabkdimva perceraian itu tidak
diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamdiantara kedua suami istri
daripada memutuskan mereka. Namun, jika hubungéndientara pasangan itu
tidak mungkin dilangsungkan, maka Islam pun tidamhelenggu dengan suatu
rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yarenyiksa dan

menyakitkan maka diizinkanlah perceraian.



Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasaypaag telah memiliki
anak, timbul permasalahan mengenai siapakah disakéglua orang tuanya yang
lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya mitakutugas hadhanah.
Masalahnya akan menjadi lebih rumit bilamana masiaging dari kedua orang
tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbagmgasipil dalam pandangan
kedua belah pihak.

Dalam kaitan dengan masalah hadhanah ada duad@dragi anak yang
perlu dikemukakan yaitu periode sebelumumayyizdan periodemumayyiz
Periode sebelumumayyizadalah dari waktu lahir sampai menjelang umurhtuju
tahun atau delapan tahun. Pada periode ini seomrak belum dapat
membedakan antara yang bermanfaat dan yang beebbhgydirinya. Kalangan
ulama berkesimpulan bahwa ibu lebih berhak terhategk untuk selanjutnya
melakukan hadhanah setelah melengkapi syarat-gyemgasuli.

Masa mumayyizadalah dari umur tujuh tahun sampai menjelanggbali
berakal, pada masa ini seorang anak secara sadddtah mampu membedakan
antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagyaliri Oleh karena itu ia
sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya semgikah ia ikut ibu atau ikut
bapaknya.

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allahtidiak bisa dianggap
sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekakemati oleh orang tua.
Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik munghkiryalegy memegangnya yaitu

orang tua.

Satria Effendi M. ZeinProblematika Hukum Keluarga Islam KontempordeKarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 170.
*Ibid, him. 171.



Pemeliharaan anak didalam Kompilasi Hukum Islantudididalam Pasal
105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau beluomhg 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahlaadieanak untuk
memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegdrak
pemeliharaanya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.

Pemeliharaan anak sebagaimana tercantum didalaah 126 Kompilasi
Hukum Islam. Dijelaskan bahwa anak yang belum mwizapak asuh anak nya
jatuh kepada ibu. Namun, pihak pengadilan jugadermtuk memutuskan hak
asuh anak kembali kepada bapak berdasarkan fenoatanafakta yang telah
membuktikan bahwa bapak dari anak tersebut lebittagauntuk mendapatkan
hak asuh. Hal ini dikarenakan sang ibu yang tidaémenuhi persyaratan
hadhanal.

Pemeliharaan anak dalam istilah Figh digunakan #ata, namun
digunakan untuk maksud yang sama ydkafalah atau hadhanah. Yang
dimaksud dengan hadhanah atkafalah dalam arti yang sederhana, ialah
“pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yangh ldiengkap adalah
pemeliharaan anak yang masih kecil setelah tejadautusnya perkawinan. Hal

ini dibicarakan dalam figh, karena secara praktisra suami isteri telah terjadi

perpisahan, sedangkan anak-anak masih memerluk@nabadari bapak atau

“Dedi Supriadi, dan MustofaPerbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam
(Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), him. 22.



ibunya® Pemeliharaan anak juga dijelaskan didalam Surda§jarah ayat 233,

Allah SWT berfirman:

Aaglgadl oy delin I a o) 31 el ol 1 clgm a0 Y g) s & al 101
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“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya seladua tahun
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Kesvajiban bapak
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan carg \e@atut.

Seseorang tidak dibebani lebih lebih dari kesanggunya.Janganlah
seorang ibu menderita karena anaknya dan jangam gelorang bapak
(menderita) karena anaknya.Ahli warispun (berkelaa) seperti itu
pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan pajgah dan

permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada @dtas keduanya.
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada ofaing maka tidak
ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan carg Ypatut.

Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Altadtha melihat apa
yang kamu kerjakarfQS. Al-Bagarah: 233)

Pada umumnya dalam praktek di pengadilan, anak lyangnur di bawah
12 tahun pengasuhannya atau perwaliannya diserdieaua ibunya, sedangkan
bagi anak yang berumur di atas 12 tahun perwal@amerserah kepada pilihan si
anak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibungakah memilih ikut pada
bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Mak@g@diftan memutuskan mana
yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh aeedelut. Hal tersebut

berdasarkan peraturan yang tercantum dalam paSsa&d@pilasi Hukum Islam.

*Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fighridkahat dan
Undang-Undang Republik Indonesia Perkawin@akarta: Prenada Media, 2006), him. 327-328.



Berikut ini adalah data yang diambil dari Pengadikegama Kelas IA

Palembang mengenai sengketa Hadh&nah:

Tabel. 1. Jumlah Perkara Hadhanah Di Pengadilaam&gKelas 1A Palembang
Tahun 2012-2014

Tahun

2012 2013 2014
Bulan

Januari

1 1
Februari
Maret 3 1
April -
Mel
Juni - }
Juli -
Agustus 2 1
September -
Oktober - 1
November - 1
Desember 1 1
Jumlah 9 9
Jumlah
Keseluruhan 23

Sumber: Data Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Data perkara hadhanah yang diselesaikan Pengafidama Kelas IA
Palembang sebagai berikut :

Tabel. 1. Jumlah Perkara dan Amar Putusan di Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang Tahun 2012-2014

No | Tahun Perkara Nama Amar Putusan
Anak/Umur
1. | 2012 | 327/Pdt.G/2012/PA.Plg| MI/8 thn PA Palembang
KS/5 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
2. 1061/Pdt.G/2012/PA.PIgAK/3 thn PA Palembang

®Data Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kela@alémbang



menetapkan hak

hadhanah kepada ibunya
0953/Pdt.G/2012/PA.PIgADS/20 thn PA Palembang
WNA/18 thn menetapkan hak
MI/17 thn hadhanah kepada ibunya
RNL/13 thn
1285/Pdt.G/2012/PA.PIgAB/ 17 thn PA Palembang
PSA/ 13 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
1807/Pdt.G/2012/PA.PIgMIK/13 thn PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
2013 | 0094/Pdt.G/2013/PA.PIgRP/ 15 thn PA Palembang
DA/ 10 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
0218/Pdt.G/2013/PA.PIgLP/ 19 thn PA Palembang
DM/ 15 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
0317/Pdt.G/2013/PA.PlgMY/ 10 thn PA Palembang
PWI/ 3 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
0463/Pdt.G/2013/PA.PIgADM/ 17 thn PA Palembang
MK/ 14 thn menetapkan hak
HPM/ 10 thn hadhanah kepada ibunya
0472/Pdt.G/2013/PA.PIgAHT/ 10 thn PA Palembang
RD/ 7 thn menetapkan hak
MH/ 4 thn hadhanah kepada ibunya
0505/Pdt.G/2013/PA.PIgRH/ 19 thn PA Palembang
AK/ 13 thn menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
1493/Pdt.G/2013/PA.PIgMH/6 thn PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibunya
1210/Pdt.G/2013/PA.PIgBK/20 thn PA Palembang
AK/19 thn menetapkan hak
SK/15 thn hadhanah kepada ibunya
AKM/7 thn
1946/Pdt.G/2013/PA.PIgPR/18 thn PA Palembang
PR/14 thn menetapkan hak
L/11 thn hadhanah kepada ibunya
2014 | 0074/Pdt.G/2014/PA.PIgAW/4 thn PA Palembang
LH/3 thn menetapkan hak
AD/2 thn hadhanah kepada ibunya




0227/Pdt.G/2014/PA.PIgMNZA/8 thn

MFKB/4 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

0290/Pdt.G/2014/PA.PIgRMP/6 thn

MAA/4 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

0335/Pdt.G/2014/PA.PIgLJA/7 thn

AVA/4 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

0804/Pdt.G/2014/PA.PIgLRR/10 bin

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

1274/Pdt.G/2014/PA.PIgMAA/ 10 thn

MWD/ 1 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

ya

ya

1676/Pdt.G/2014/PA.PIgAP/20 thn

HK/ 10 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

2027/Pdt.G/2014/PA.PIgSP/ 19 thn

FB/ 11 thn

PA Palembang
menetapkan hak
hadhanah kepada ibuny

ya

2057/Pdt.G/2014/PA.PI

gTBY/ 18 thn
BNN/ 15 thn
KY/ 10 thn

PA Palembang
menetapkan hak

hadhanah kepada ibuny

Sumber: Diolah dari data putusan Pengadilan AgasiasklA Palembang, 2015

Melihat fenomena-fenomena kejadian sekarang, memamak yang
menjadi korban sehingga ia dipisahkan oleh ibu btpaknya dan dalam keadaan
seperti itu akan banyak menimbulkan kelalaian damefantaran anak serta ajang
perebutan anak antara orang tua. Sering terjadiasezkan anak adalah harta
benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibafatsgutuslah ikatan orang tua
yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun setyenmasalah kedudukan
anak dan kewajiban orang tua terhadap anak inh tdlatur dalam berbagai
peraturan perundang-Undang Republik Indonesia dkarh Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ganeliasa tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang hal tersebut dan Imkan hasilnya dalam



penulisan skripsi yang berjuduPé&nyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai
Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA PaiMang”
. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di, ateka pokok
permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :
1. Bagaimana Sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palemi@r@adap perkara
N0.0804/Pdt.G/2014/PA.PIg?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hadhanah di Pemgadjama Kelas IA
Palembang?
. Tujuan Pen€litian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam peneliticadalah :
1. Untuk mengetahui sikap Pengadilan Agama Kelas |ferRlaang terhadap
perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hadhandPemijadilan Agama
Kelas IA Palembang.
. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat badase praktis maupun
manfaat teoritis sebagai berikut :
1. Manfaat Praktis
Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil p&asliini dapat menambah
wawasan pengetahuan bagi penulis, bagi prakti&tipralan berbagai elemen

masyarakat yang berminat untuk memahaminya.
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2. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan lsamgan ilmiah bagi ilmu
pengetahuan hukum khususnya munakahat baik matarbun formil dan
pada umumnya dalam mengembangkan hukum perdata.Paabahasan
terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini tentan akmenambah
pemahaman dan pandangan baru kepada semua pilkaknd&syarakat pada
umumnya maupun para pihak yang berhubungan dengaia dukum pada
khususnya.
E. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya aengermasalahan
yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:
Nova’, meneliti tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi
Anak Yang Belum Mumayyiz (Analisis Putusan Pengladigama Jakarta Barat
Perkara Nomor: 228/Pdt.G/2009/PA.JB)niversitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidbapaktullah Jakarta. Menyimpulkan bahwa hakifamamemutuskan suatu
perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur’an, SunalbiNgAW, dan menggunakan
dasar pemikiran yang rasional yang tidak berters@argngan syariat Islam serta
menggunakan konsdyaslahah al-mursalahBerkaitan dalam perkara ini, yaitu
dilihat dari kemaslahatan anak.Anak tersebut sw#kiolah dan merasa nyaman
tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasieh dunya akan

menyengsarakan si anak, sebab dibutuhkan waktu yamg untuk anak

"Nova. 2011,"Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagk Yang Belum
Mumayyiz (Analisis  Putusan  Pengadilan Agama  JakartBarat Perkara
Nomor:228/Pdt.G/2009/PA.JB)Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) S§ari
Hidbapaktullah Jakarta, Him. 111



11

beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, bhagkulingan disekolah maupun
disekitarnya.

RA Didin Dliyaudirf, meneliti tentang Pelaksanaan Eksekusi Sengketa
Hadhanah Di pengadilan Agama Cikaranghiversitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidbapaktullah Jakarta. Penelitian ini memyulkan bahwa hadhanah
adalah membekali anak secara material maupun sspait@al, mental maupun
fisik berdiri sendiri dalam menghadapi hidup darhi@apannya nanti bila ia
dewasa. Langkah Pengadilan Agama Cikarang dalakag@ehadhanah, hanya
sebatas pengawasan dengan jangka waktu sampapkiuncea amar putusan.
Bahwa setelah amar putusan dibacakan Majelis Hakiimeyikan tenggang waktu
selama 14 hari untuk melakukan upaya hukum bagkpihak yang merasa
dirugikan atas putusan tersebut. Apabila sampakgnwaktu tersebut tidak ada
upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang meragaektingannya dirugikan,
maka Pengadilan menganggap bahwa putusan terggddubermasalah dan dapat
dilaksanakan oleh para pihak.

Darwis®, meneliti tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama
Mengenai Hak asuh Anak dan Kepastian Hukumnya Bardan Kompilasi
Hukum Islam jo.UU No. 1 Tahun 1974Universitas Indonesia Depok.
Menyimpulkan Hak asuh anak pasca perceraian bekdespada Hukum Islam

telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukumniskhususnya pada pasal 105

8RA Didin Dliyaudin. 2014,“Pelaksanaan Eksekusi Sestg Hadhanah Di pengadilan
Agama Cikaran{ Skripsi. Fakultas Syariah dan HukumuUniversitas Islam NeflgiN) Syarif
Hidbapaktullah, Jakarta, him. 82.

®Darwis.2012, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Addemmenai Hak asuh Anak dan
Kepastian Hukumnya Berdasarkan Kompilasi Hukumnisja.UU No. 1 Tahun 19743kripsi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, him. 69



12

yang kalimatnya adalah: (1) Pemeliharaan anak yaglgm mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Plarelan anak yang sudah
mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih dranbapak atau ibunya
sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) biayalipamaan ditanggung oleh
bapaknya. Umumnya Hakim menggunakan pasal 105eimagai dasar hukum
dalam membuat keputusan terkait dengan kewenanglerasuh anak. Namun
demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karelsdam pasal 229 Kompilasi
Hukum Islam bahwa Hakim dalam menyelesaikan pergarkara yang diajukan
kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sanggai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannyaisgengan rasa keadilan.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah penblaca, bahwa
penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang aa Ekripsi-skripsi
sebagaimana yang tercantum diatas. Perbedaannyah agsletak pada hasil
penyelesaian sengketa hadhanah sebagai akibatgiancedi Pengadilan Agama
Kelas IA Palembang sejak tahun 2012-2014.
. Metode Pendlitian
Berikut adalah metode yang yang digunakan dalanulizam skripsi ini
penulis menggunakan metode penelitian lapangan.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiygitu penelitian hukum

yang mempergunakan data primt€mata primer diperoleh langsung dari

9 Data primer adalah data yang diperoleh langsung réaponden. Ronny Hanitijo
Soemitro, 1990Metode Penelitian Hukum dan Jurimetfgkarta: Ghalia Indonesia, him. 10.
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sumber pertama, menyatakan perilaku warga masyarak#alui penelitiar!

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuaruknnengetahui bagaimana

pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembamgngenai

penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Algalas IA Palembang.

2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan AgamadK&A Palembang di
Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Jakabaring.
3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objegateciri yang sama.
Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (lathwpmati), kejadian,
kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat tawang sama?
Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adatgturuh pegawai
Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

b. Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adplaposive sampling
yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada makisudtujuan tertentu
yang dianggap dapat mewakili populasi secara kedwn. Dalam
menentukan sampel sebagai responden dalam pemelitia yang
menggunakan purposive yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu
berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan

mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya ygoat daewakili

1 Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian HuBkakarta: Ul-Press, him.11 .
12 Bambang Sunggono, 199Vetode Penelitian Hukundakarta: PT Raja Grafindo
Persada, him. 118.
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populasi penelitian. Berdasarkan kriteria terselmiaka yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah :
1) 4 orang Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembgaidy:
a. Drs. H. Ahyauddin Karim, S.H
b. Dra. Hj. Nurlaila Tohib, S.H, M.H.I
c. Drs. H. Samsul Bahri, S.H, M.H
d. Djauhari, S.H
4. Jenis dan Sumber Data
Jenis data penelitian ini adalah data kualitatifuyenengemukakan data yang
ada di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalaitarkeya dengan
masalah hukum yang berhubungan dengan proses psaigl sengketa
hadhanah akibat perceraian.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui jtearelapanganfield
research) yang dilakukan dengan cara wawancara. Dalam miedak
wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaag telah
disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang wkparlnamun di sini
pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok sajaggahresponden
masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak didwjeu sehingga
tidak tertutup kemungkinan perluasan materi yarggldraskan dengan

keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).
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b. Data sekunder
Sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari rbghestaka yaitu:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986tang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kalgah Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dadadg-Undang
Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, Undang-dgd&epublik
Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinamjabg-Undang
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentangirRemhgan Anak,
Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perd&eraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanamtarig-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Kompilasktta Islam, dan
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesiayiai serta buku-
buku yang mengemukakan permasalahannya yang berabitentang
sengketa akibat perceraian di Pengadilan AgamasKAlpalembang.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh , baik dari primer maupun sdkuterlebih dahulu diedit

untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap,vdba. Selanjutnya

dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi serta disn secara sistematis sesuai

dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap paiahas.

6. Analisis Data
Data yang diperoleh baik dari primer maupun datausger dikelompokkan
data disusun secara sistematis. Selanjutnya dest@bté dianalisis kualitatif

yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dargyjem angka-angka,
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tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data itltidl dengan
menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka herfikngan cara menarik
kesimpulan dari yang bersifat umum ke dalam datey y@ersifat khusus dan
data yang diperoleh melalui responden ditarik umh@nggambarkan populasi
dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangkiikir dengan menarik
kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke daara yang bersifat umum.
Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diurase@ara sistematis sehingga

pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yidaqgpdkan dalam bentuk

skripsi.



